
BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 49 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERSALINAN AMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang: a. bahwa guna menjamin kesehatan i b u sehingga m a m p u 
me lah i rkan generasi yang sehat d a n berkual i tas , mengurangi 
angka kesaki tan dan angka kemat ian i b u dan bayi ba ru lahir , 
serta guna memper tahankan d a n men ingka tkan kua l i tas 
pelayanan kesehatan i b u d a n bayi b a r u lah i r , per lu mengatur 
pedoman persal inan aman; 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud pada 
h u r u f a, maka per lu menetapkan Peraturan B u p a t i Pacitan 
tentang Persalinan Aman. 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 2004 tentang Prakt ik 
Kedokteran; 

2. Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 2009 tentang Kesehatan; 
3. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana te lah beberapa k a l i d iubah te rakh i r 
dengan Undang-Undang Nomor 9 T a h u n 2015; 

4. Undang-Undang Nomor 36 T a h u n 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 1 T a h u n 2014 tentang 
Kesehatan Reproduksi ; 

6. Peraturan Menter i Kesehatan Nomor 25 T a h u n 2014 tentang 
Upaya Kesehatan Anak; 

7. Peraturan Menter i Kesehatan Nomor 97 T a h u n 2014 tentang 
Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hami l , Masa Hami l , 
Persalinan, dan Masa Sesudah Me lah i rkan , Penyelenggaraan 
Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSALINAN AMAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan i n i yang d imaksud dengan: 
1. Kabupaten adaleih Kabupaten Pacitan; 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan; 



3. B u p a t i adalah B u p a t i Pacitan; 
4. Fasil itas Pelayanan Kesehatan adalah fasil itas pelayanan kesehatan yang 

d igunakan u n t u k pelayanan kesehatan i b u dan anak ba ik m i l i k Pemerintah 
kabupaten m a u p u n swasta; 

5. Fasil itas Kesehatan T ingkat Pertama yang selanjutnya d is ingkat FKTP adalah 
Fasil itas kesehatan yang me l akukan pelayanan kesehatan perorangan yang 
bersifat n o n spesialistik u n t u k keper luan observasi, promoti f , preventif, 
diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan la innya. 

6. Fasil itas Kesehatan T ingkat Lan jutan yang selanjutnya d is ingkat FKTL adalah 
Fasil itas kesehatan yang me lakukan pelayanan kesehatan perorangan yang 
bersifat spesialistik a tau sub spesial ist ik yang me l i pu t i rawat j a l a n t ingkat 
l an ju tan , rawat inap t ingkat l an ju tan dan rawat inap d i r u a n g perawatan 
khusus . 

7. Persalinan A m a n adalah proses persal inan yang mendapatkan pelayanan 
sejak sebelum hami l , saat hami l , bersal in, dan setelah me lah i rkan d i tempat 
yang memenuh i standar, pelayanan yang berstandar, a lat yang sesuai 
standar, dan tenaga penolong persal inan yang memenuh i standar; 

8. Antenata l Care yang selanjutnya d is ingkat ANC adalah pemeriksaan 
kehami lan yang d iber ikan oleh b idan a tau dokter kepada i b u selama masa 
kehami lan u n t u k mengopt imal isasikan kesehatan menta l d a n f is ik i b u h a m i l , 
sehingga m a m p u menghadapi persal inan, nifas, persiapan member ikan ASI, 
dan kembal inya kesehatan reproduks i secara wajar; 

9. Kelas i b u h a m i l ada lah sarana belajar ke lompok tentang kesehatan bagi i b u 
h a m i l da lam b e n t u k tatap m u k a yang be r tu juan men ingka tkan pengetahuan 
dan ke t rampi lan i b u - i b u mengenai kehami lan , persal inan, perawatan nifas 
dan perawatan bayi ba ru l ah i r mela lu i praktek dengan menggunakan b u k u 
KIA; 

10. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Kompl ikas i , se lanjutnya 
d isebut dengan P4K adalah kegiatan yang me l iba tkan peran B idan Desa, 
keluarga dan masyarakat da lam merencanakan persadinan yang aman d a n 
persiapan da lam menghadapi k emungk inan ter jadinya kompl ikas i pada saat 
hami l , bersal in dan nifas yang me l iput i pendataan i b u h a m i l yang alcurat oleh 
b idan , persiapan transportas i , persiapan pendanaan persal inan dan calon 
pendonor darah ; 

1 1 . Partisipasi ada lah pr ins ip bahwa setiap orang memi l i k i h a k u n t u k ter l ibat 
dalam pengambi lan keputusan disetiap kegiatan penyelenggaraan 
pemer intahan ba ik secara langsung m a u p u n t i dak langsung; 

12. Akuntab i l i t as adalah pr ins ip yang men jamin , bahwa setiap kegiatan 
penyelenggaraan pemer intahan dapat dipertanggungjawabkan secara t e rbuka 
oleh pelaksana kegiatan kepada p ihak-p ihak yang terkena dampak penerapan 
kebi jakan; 

13. Aud i t Maternal Perinatal adalah sua tu kegiatan u n t u k mene lusur i sebab 
kesaki tan, kemat ian materna l dan per inata l dengan m a k s u d mencegah 
kesaki tan d a n kemat ian d imasa yang akan datang; 

14. Ind ikas i medis adalah alasan u n t u k membenarkan pengobatan a tau t indakan 
te r tentu oleh dokter; 

15. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar a t au yang d is ingkat PONED 
adalah pelayanan u n t u k menangani kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric 
neonatal yang me l i pu t i segi: Pelayanan obstetric, pemberian oksi tos in 
parenteral , ant ib io t ika perenteral dan sedative perenteral, pengeluaran 
plasenta m a n u a l / ku r e t serta pertolongan persa l inan menggunakan v a k u m 
ekstraksi/forcep ekstraksi ; 

16. Imunisas i Tetanus Toxoid yang selanjutnya d isebut imun isas i TT adalah 
proses u n t u k membangun kekebalan sebagai upaya pencegahan terhadap 
infeksi te tanus. 



17. Tetanus toxo id [TT) lengkap yang se lanjutnya d is ingkat T5 adalah sua tu 
kond is i seorang wan i ta us ia s u b u r (WUS) yang te lah mendapatkan imun isas i 
te tanus toxoid (DPT, DT, TT) sejak bayi sampai saat skreening sebanyak 5 ka l i 
sesuai s tandar u n t u k member ikan per l indungan seumur h i d u p dan 
per l indungan terhadap bay i yang d i l a h i r l ^ terhadap penyaki t te tanus. 

18. B u k u Kesehatan I b u dan Anak yang se lanjutnya d isebut B u k u KIA adalah 
b u k u yang d i rancang oleh departemen kesehatan Republ ik Indonesia sebagai 
media pencatatan d a n pend id ikan kesehatan I b u . B u k u KIA beris i catatan 
kesehatan i b u (hamil , bersal in dan nifas) d a n anak (bayi b a r u l ah i r sampai 
anak us ia 6 tahun) serta berbagai in formasi cara memel ihara d a n merawat 
kesehatan i b u dan anak. 

19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang se lanjutnya d is ingkat PPKD adalah 
kepala sa tuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut 
dengan kepala SKPKD yang mempunya i tugas melaksanakan pengelolaan 
APBD dan ber t indak sebagai bendahara u m u m daerah. 

20 . Surat Per intah Membayar Langsung yang se lanjutnya d is ingkat SPM-LS 
adalah dokumen yang d i t e rb i tkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna 
anggaran u n t u k penerbitan sura t per in tah pencairan dana atas beban 
pengeluaran DPA SKPD kepada p ihak ke t iga 

2 1 . Rumah Saki t U m u m Daerah yang se lanjutnya d is ingkat sebut RSUD adalah 
r u m a h saki t yang member ikan pelayanan kesehatan semua j en is penyaki t 
m u l a i da r i yang bersifat dasar, spesialistik, hingga sub spesial ist ik yang 
diselenggarakan dan dikelola oleh p ihak Pemerintah Daerah. 

22 . Otopsi sosial adalah proses wawancara a tau d i skus i dengan t u j u a n u n t u k 
mengidenti f ikasi faktor sosial, per i laku, d a n sistem kesehatan yang 
mempengaruhi kemat ian da lam h a l i n i kemat ian i b u dan bayi. 

BABU 
RUANG LINGKUP 

Pasal2 

Ruang l ingkup program perssdinan a m a n me l ipu t i : 
a. Pelayanan kesehatan Masa Sebelum Hami l ; 
b . Pelayanan kesehatan Masa Hami l ; 
c. Pelayanan kesehatan Masa Persalinan; 
d . Pelayanan kesehatan Masa Sesudah Me lah i rkan; 

BAB III 

PRINSIP-PRINSIP PELAYANAN 

Pasal 3 

Prinsip-pr ins ip da lam pelaksanaan pelayanan Persalinan Aman adalah: 
a. memenuh i s tandar pelayanan; 
b. n o n d i skr iminas i ; 
c. kerahasiaan; 
d . t ransparan; dan 
e. akuntab i l i tas . 



BAB IV 
PELAYANAN KESEHATAN MASA SEBELUM HAMIL 

Pasal4 

(1) Setiap wan i t a berhak memperoleh pelayanan kesehatan masa sebelum hami l . 
(2) Pelayanan kesehatan masa sebelum h a m i l sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) ha rus d i l a k u k a n oleh tenaga kesehatan yang memi l i k i k emampuan dan 
kewenangan. 

(3) Pelayanan kesehatan masa sebelum h a m i l sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d i l a k u k a n pada: 
a. Remaja; 
b. Pasangan calon pengant in; dan/atau 
c. Pasangan us ia subur . 

(4) Kegiatan pelayanan kesehatan masa sebelum h a m i l sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) m e l i p u t i : 
a. Pemeriksaan fisik; 
b . Pemeriksaan penunjang; 
c. Skrening dan pemberian imunisas i ; 
d . Pemberian suplementasi gizi; 
e. Konsul tas i kesehatan; dan 
f. Pelayanan kesehatan la innya. 

Pasal 5 

(1) Tenaga kesehatan harus me lakukan pemeriksaan f is ik sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 4 ayat (4) h u r u f a pa l ing sedikit me l iput i : 
a. pemeriksaan tanda v i ta l ; 
b. pemeriksaan Hb dan golongan darah; dan 
c. pemeriksaan status gizi 

(2) Pemeriksaan status gizi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f c ha rus 
d i l akukan o leh tenaga kesehatan u n t u k : 
a. menanggulangi masalah Kurang Energi Kronis (KEK); dan 
b. pemeriksaan status anemia. 

Pasal 6 

Tenaga kesehatan harus me l akukan pemeriksaan penunjang sebagaimana 
d imaksud pada pasal 4 ayat (4) h u r u f b berdasarkan ind ikas i medis yang te rd i r i 
a t a s : 
a. pemeriksaan darah r u t i n ; 
b . pemeriksaan darah yang d i an ju rkan ; 
c. pemeriksaan penyaki t menu lar seksual; 
d . pemeriksaan u r i n r u t i n ; dan 
e. pemeriksaan penunjang la innya. 

Pasal 7 

(1) Tenaga kesehatan harus me lakukan skren ing d a n pemberian imunisas i 
sebagaimana d imaksud pada Pasal 4 ayat (4) h u r u f c. 

(2) Skrening dan pemberian imunisas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
berupa TT kepada wan i ta us ia subur u n t u k mencapai s tatus T5. 

(3) Status T5 sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i t u j u k a n agar wan i t a us ia 
subur memi l i k i kekebalan penuh . 

(4) Da lam h a l s tatus imun isas i be lum mencapai s tatus T5 saat pemberian 
imunisas i dasar dan l an ju tan , pemberian imun isas i t e tanus toxoid dapat 
d i l a k u k a n saat yang bersangkutan menjadi calon pengant in . 



(5) Tenaga kesehatan yang me l akukan imunisas i TT sebagaimana d imaksud 
pada ayat (2) ha rus sesuai dengan standar. 

Pasal 8 

(1) Tenaga kesehatan harus me lakukan pember ian suplementasi gizi 
sebagEumana d imaksud pada Pasal 4 ayat (4) h u r u f d . 

(2) Pemberian suplementasi gizi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) u n t u k 
pencegahan anemia gizi di leiksanakan da lam b e n t u k pemberian edukasi gizi 
seimbang d a n tablet t ambah darah . 

Pasal 9 

(1) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan bertanggungjawab member ikan 
konsul tas i kesehatan sebagaimana d imaksud pada Pasal 4 ayat (4) h u r u f e 
berupa pemberian konse l ing dan edukasi . 

(2) Tenaga n o n kesehatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me l i pu t i g u r u 
usaha kesehatan sekolah (UKS), g u r u b imb ingan d a n konsel ing, kader 
te r la t ih , konselor sebaya, d a n petugas l a in yang ter la t ih . 

(3) Konse l ing dan edukasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) antara l a in 
d iber ikan me la lu i ceramah tanya j awab , ke lompok d i skus i terarah, dan 
d i skus i in te rak t i f dengan menggunakan sarana d a n media komun ikas i , 
in formasi dan edukasi (KIE). 

Pasal 10 

(1) Mater i pemberian konse l ing d a n edukas i sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 9 ayat (1) d i l akukan sesuai tahap perkembangan menta l dan 
kebu tuhan . 

(2) Mater i pemberian konsel ing dan edukas i u n t u k remaja me l iput i : 
a. Peri laku H idup Bersih dan Sehat; 
b. T u m b u h kembang Anak Usia Sekolah dan Remaja; 
c. Kesehatan reproduksi ; 
d . Imunisas i ; 
e. Kesehatan j iwa , Narkot ika, Psikotropika d a n Zat Ad ik t i f l a innya (NAPZA); 
f. Gizi; 
g. Penyakit menu lar t e rmasuk In f eks i M e n u l a r Seksua l d a n HIV/AIDS; 
h . Pendidikan keterampi lan h i dup sehat; dan 
i . Kesehatan intelegensia. 

(3) Mater i pember ian konseling dan edukasi u n t u k pasangan calon pengant in 
dan pasangan us ia subur (pra konsepsi) me l ipu t i : 
a. Informasi p ran ikah me l iput i : 

1. Kesehatan reproduks i dan pendekatan s ik lus h i dup ; 
2. Hak reproduks i ; 
3. Persiapan yang per lu d i l a k u k a n da lam persiapan p ran ikah ; dan 
4. In formasi l a in yang d ipe r lukan . 

b. Informasi tentang keadi lan dan kesetaraan gender. 
(4) Persiapan p ran ikah sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h u r u f a angka 3 

antara l a in ; 
a. Persiapan fisik; 
b. Persiapan gizi; 
c. S tatus imun isas i Tetanus Toxoid; d a n 
d. Menjaga kesehatan organ reproduksi . 



BABV 
PELAYANAN KESEHATAN MASA HAMIL 

Pasal 11 

(1) I b u h a m i l berhak mendapatkan pelayanan k e s e h a l ^ pada masa hami l 
(2) Pelayanan kesehatan masa h a m i l be r tu juan u n t u k memenuh i h a k setiap i b u 

h a m i l memperoleh pelayanan kesehatan yang berkual i tas sehingga m a m p u 
menja lani kehami lan dengan sehat, bersal in dengan selamat, dan me lah i rkan 
bayi yang sehat dan berkual i tas . 

(3) Tenaga kesehatan me lakukan pelayanan kesehatan masa h a m i l sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) sejak terjadinya masa konsepsi hingga sebelum 
mula inya proses persal inan. 

(4) Tenaga kesehatan me l akukan pelayanan kesehatan masa h a m i l sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) me la lu i pelayanan ANC terpadu. 

(5) Tenaga kesehatan member ikan Pelayanan ANC terpadu sebagaimana 
d imaksud pada ayat (3) ha rus memenuh i standar pelayanan ANC terpadu 
yang me l iput i : 
a. T imbang badan (TB); 
b. Mengukur l ingkar lengan atas (Lila) sebelah k i r i ; 
c. Mengukur tekanan darah (TD); 
d. Mengukur t inggi fundus u t e r i (TFU): 
e. Mengh i tung detak j a n t u n g j a n i n (DJJ); 
f. Menentukan presentasi j a n i n ; 
g. Pemberian imunisas i te tanus toxoid 
h . Pemeriksaaan labora tor ium r u t i n yang me l i pu t i Hb, golongan darah, 

prote in u r i n dan pemeriksaan l abora to r ium k h u s u s me l i pu t i test 
HIV,HbsAg,IMS; 

i . Tatalaksana/ penanganan kasus; d a n 
j . Temu wicara. 

(6) Tenaga kesehatan me lakukan pelayanan ANC terpadu dengan me l iba tkan 
i b u hami l , suami , dan keluarganya da lam menjaga kesehatan dan gizi i b u 
hami l , meny iapkan persal inan dan kesiagaan b i la terjadi 
penyul i t/ kompl ikas i . 

Pasal 12 

(1) Setiap i b u h a m i l memperoleh pelayanan kesehatan masa hami l p a l i n g 
s e d i k i t 4 (empat) ka l i selama masa kehami lan ya i tu : 
a. 1 (Satu) k a l i pada tr imester pertama; 
b. 1 (Satu) k a l i pada tr imester kedua; dan 
c. 2 (Dua) ka l i pada tr imester ketiga 

(2) Pelayanan kesehatan masa h a m i l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i l akukan oleh tenaga kesehatan yang memi l i k i kompetensi dan 
kewenangan. 

(3) Pelayanan kesehatan masa h a m i l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ha rus 
d i l akukan sesuai standar dan dicatat da lam b u k u KIA. 

(4) B u k u KIA sebagaimana d imaksud pada ayat (3) d imanfaatkan sebagai bahan 
pembinaan dan/atau mengevaluasi has i l layanan tenaga kesehatan ba ik da r i 
FKTP a t a u p u n FKTL. 



BAB VI 
PELAYANAN KESEHATAN MASA PERSALINAN 

Pasal 13 

(1) Setiap i b u hami l berhak mendapatkan pelayanan persal inan d i fasil itas 
pelayanan kesehatan. 

(2) Persalinan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d iber ikan kepada i b u 
bersal in da lam ben tuk 5 (lima) aspek dasar y a i t u : 
a. Membuat keputusan k l i n i k ; 
b . Asuhan sayang i b u dan sayang bayi; 
c. Pencegahan infeksi ; 
d . Pencatatan (rekam medis) asuhan persal inan; d a n 
e. Ru jukan pada kasus kompl ikas i i b u d a n bayi baru lah i r . 

(3) Persalinan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) d i l a k u k a n sesuai dengan 
standar Asuhan Persalinan Normal (APN). 

(4) Persalinan sebagaimana d imaksud pada ayat (3) ha rus d i l akukan oleh 
m i n i m a l 2 (dua) penolong yang kompeten d a n berwenang. 

BAB VII 
PELAYANAN KESEHATAN MASA SESUDAH PERSALINAN 

Pasal 14 

(1) I b u dan bayi berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesudah persal inan 
(2) Pelayanan kesehatan masa sesudah persal inan me l ipu t i : 

a. Pelayanan kesehatan bagi i b u ; dan 
b. Pelayanan kesehatan bayi ba ru lah i r . 

(3) Pelayanan kesehatan bagi i b u sebagaimana d imaksud pada ayat (2) h u r u f a 
pa l ing sedikit 3 (tiga) k a l i selauna masa nifas y a i t u : 
a. 1 (satu) k a l i pada periode 6 (enam) j a m sampai dengan 3 (tiga) h a r i pasca 

persal inan; 
b. 1 (satu) k a l i pada periode 4 (empat) h a r i sampai dengan 28 (dua p u l u h 

delapan) h a r i pasca persal inan; dan 
c. 1 (satu) k a l i pada periode 29 (dua p u l u h sembilan) h a r i sampai dengan 42 

(empat p u l u h dua) h a r i pasca persa l inan. 
(4) Kegiatan pelayanan kesehatan i b u sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 

h u r u f a me l iput i : 
a. pemeriksaan tekanan darah, nad i , respirasi d a n s u h u ; 
b. pemeriksaan tinggi fundus u te r i ; 
c. pemeriksaan l okh ia dan perdarahan; 
d. pemeriksaan j a l a n lah i r ; 
e. pemeriksaan payudara dan an ju ran pember ian ASI Eksklus i f ; 
f. pemberian kapsu l v i t amin A; 
g. pelayanan kontrasepsi pasca persal inan; 
h . konsel ing; d a n 
i . penanganan risiko tinggi dan kompl ikas i pada nifas. 

(5) Pelayanan kesehatan bagi bay i b a r u l a h i r sebagaimana d imaksud pada ayat 
(2) h u r u f b d i laksanakan pal ing sedikit 3 (tiga) k a l i dengan ke tentuan w a k t u 
pemeriksaan ya i tu : 
a. 1 (satu) k a l i pada periode 6 (enam) j a m sampai dengan 48 (empat p u l u h 

delapan ) j a m pasca persal inan; 
b. 1 (satu) k a l i pada periode 3 (tiga) h a r i sampai dengan 7 (tujuh) h a r i pasca 

persal inan; dan 
c. 1 (satu) ka l i pada periode 8 (delapan) h a r i sampai dengan 28 (dua p u l u h 

delapan) h a r i pasca persal inan. 



Kegiatan pelayanan kesehatan bayi ba ru l ah i r sebagaimana d imaksud pada 
ayat (5) me l iput i : 
a. pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan nad i , pemafasan d a n s u h u 

badan; 
b. pemeriksaan fisik; 
c. pemberian salep mata prof i laksis; 
d . Inis iasi Menyusu D i n i (IMD); 
e. Pemberian ASI Eksklusi f ; 
f. Pemberian V i t amin K l ; 
g. Pemberian imun isas i HbO; dan 
h . Penanganan risiko t inggi dan kompl ikas i pada bayi b a r u lah i r . 

Pasal 15 

Setiap i b u bersal in ha rus mendapatkan pelayanan kontrasepsi Pasca 
Persalinan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 14 ayat (4) h u r u f g yang 
lebih d ia rahkan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). 
Pelayanan kontrasepsi pasca persal inan sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) be r tu juan u n t u k menjaga j a r a k kehami lan be r iku tnya a tau membatas i 
j u m l a h anak yang d i laksanakan da lam masa nifas. 
Pelayanan kontrasepsi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i laksanakan 
mela lu i pemi l ihan metode kontrasepsi sesuai p i l i han pasangan suami i s t r i , 
sesuai ind ikas i , dan t idak mempengaruhi p roduks i A i r Susu I b u . 
Pelayanan kontrasepsi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i l aksanakan 
oleh tenaga kesehatan yang kompeten d a n berwenang. 
Da lam upaya men ingka tkan kompetensi tenaga kesehatan per lu 
d i laksanakan pe lat ihan KB Pasca Persalinan, t e rmasuk pemasangan Alat 
kontrasepsi da lam r a h i m Pasca plasenta yang d i laksanakan oleh perangkat 
daerah terkai t . 
Da lam rangka penguatan KB Pasca persal inan per lu peningkatan sosialisasi, 
koordinasi , advokasi kepada l in tas program dan l in tas sektor oleh perangkat 
daerah terkai t . 

BAB VIII 
PELAYANAN KEPENDUDUKAN 

Pasal 16 

Setiap bayi b a r u l ah i r berhak mendapatkan pencatatan kependudukan 
berupa akte kelahirEin. 
Pelayanan akte ke lah i ran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) di fasi l i tasi 
oleh tenaga kesehatan a tau fasil itas pelayanan kesehatan yang menolong 
persal inan. 

BAB DC 

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN 

Pasal 17 
Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan masa sebelum h a m i l , 
masa hami l , persal inan, dan masa sesudah me lah i rkan Pemerintah 
Kabupaten bertanggung j awab u n t u k menyediakan, mengatur, membina, 
dan mengawasi pelayanan darah . 
Pelayanan darah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) be r tu juan : 
a. memenuh i ketersediaan darah yang aman u n t u k k e b u t u h a n pelayanan 

kesehatan pada i b u hami l , besal in,dan/atau nifas; 
b. memel ihara dan men ingkatkan m u t u pelayanan darah; 
c. memudahkan akses memperoleh darah u n t u k pelayanan gawat darura t , 

penyembuhan penyakit dan pemul ihan kesehatan; 



d. memudahkan akses memperoleh in formasi tentang ketersediaan darah . 

Pasal 18 

(1) D inas kesehatan d a n je jar ingnya me l iba tkan organisasi profesi, LSM serta 
kelompok-kelompok pemerhat i kesehatan d a n masyarakat m e n d u k u n g 
keberhasi lan pengembangan program Gerakan Selamatkan I b u d a n Anak 
(GARSIA). 

(2) Program u t a m a Gerakan Selamatkan I b u dan Anak sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) ada lah sebagai be r iku t : 
a. pen jaminan kompetensi b idan d i desa sesuai standar; 
b. pen jaminan ketersediaan fasil itas pelayanan kesehatan m a m p u 

pertolongan persal inan 24 j a m da lam 7 h a r i sesuai standar; 
c. pen jaminan pertolongan d i Rumah Saki t m a u p u n PONED 24 j a m da lam 

7 h a r i sesuai standar; 
d . penjaminan ter laksananya r u j u k a n efektif pada kasus kompl ikas i ; 
e. pen jaminan d u k u n g a n Pemerintah Kabupaten terhadap regulasi yang 

m e n d u k u n g secara efektif pe laksanaan program Gerakan Selamatkan 
I b u dan Anak; 

f. pen ingkatan kemi t raan dengan l in tas sektor, swasta dan kelembagaan 
kemasyarakatan; 

g. Peningkatan pemahaman dan pelaksanaan program perencanaan 
persedinan dan pencegahan kompl ikas i d i masyarakat ; 

h . Menyelenggarakan Audit Maternal Dan Perinatal medis dan sosial secara 
berkala; 

i . Penjaminan penatalaksanaan pemberian Asi Eksk lus i f d a n In is ias i 
Menyusu D i n i pada setiap bayi d i l ah i rkan . 

BABX 
SUMBER DAYA KESEHATAN 

Baglan Kesatu 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Pasal 19 

Setiap fasil itas pelayanan kesehatan yang mempunya i fasil itas pelayanan 
persal inan wajib member ikan Pelayanan Kesehatan masa sebelum hami l , masa 
h a m i l , persa l inan, masa sesudah persal inan d a n penyelenggaraan pelayanan 
kontrasepsi sesuai dengan standar. 

Pasal 20 

(1) FKTP ha rus m a m p u me lakukan upaya promoti f , preventif, stabi l isasi kasus 
dan me ru juk kasus yang memer lukan r u j u k a n 

(2) Meru juk kasus yang memer lukan r u j u k a n sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) dapat d i l akukan me la lu i Puskesmas dan/a tau langsung ke fasil itas FKTL 

(3) Meru juk kasus sebagaimana d imaksud pada ayat (2) ha rus me lakukan 
k o m u n i k a s i d a n koord inas i dengan tempat r u j u k a n a tau FKTL u n t u k 
memast ikan kesiapan pelayanan r u j u k a n . 

(4) S e b e l u m meru juk kasus yang memer lukan r u j u k a n sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) p e n d e r i t a berhak mendapat penanganan kegawatdaruratan 
ter lebih d a h u l u . 

(5) FKTL bertanggungjawab member ikan pelayanan secara konprehensi f 24 j a m . 
(6) Ru jukan sebagaimana pada ayat (1) d i l a k u k a n sesuai dengan standar. 



Bagian Kedua 
Sumber Daya Manusia 

Pasal 21 

(1) Sumberdaya manus ia member ikan pelayanan pelayanan kesehatan masa 
sebelum hami l , masa hami l , persal inan, dan masa sesudah me lah i rkan 
me l iput i tenaga kesehatan dan tenaga n o n kesehatan. 

(2) Tenaga kesehatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) merupakan tenaga 
yang mempunya i kompetensi d a n kewenangan sesuai ke tentuan Peraturan 
Perundang-undangan yang ber laku . 

(3) Pemerintah Kabupaten men jamin ketersediaan dan pemerataan tenaga 
kesehatan yang memadai . 

(4) Pemerintah Kabupaten berkewajiban men ingka tkan kompetensi sumber daya 
kesehatan secara berkes inambungan. 

Pasal 22 

Selain member ikan pelayanan kesehatan masa sebelum hami l , masa hami l , 
persal inan, dan masa sesudah me lah i rkan , dan pelayanan kontrasepsi , 
tenaga kesehatan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 21 bertanggungjawab 
me lakukan penanganan kompl ikas i me l ipu t i : 
a. Kebidanan; 
b. Penyakit menu lar dan penyakit t i dak menular ; dan 
c. MasEilah gizi. 
Penanganan kompl ikas i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) ha rus 
d i l akukan sesuai standar. 

Bagian Ketiga 
Ketersediaan obat dan perbekalan kesebatan 

Pasal 23 

(1) Pemerintah Kabupaten menjamin ketersediaan, pemerataan, dan 
keter jangkauan obat dan perbekalan kesehatan da lam penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan masa sebelum hami l , masa hami l , persal inan, dan 
masa sesudah me lah i rkan dan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi . 

(2) Obat dan perbekalan kesehatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
memenuh i persyaratan keamanan, khas ia t , d a n m u t u . 

(3) Perbekalan kesehatan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) merupakan 
semua bahan dan peralatan med ik yang d ipe r lukan da lam penyelenggaraan 
pelayanan kesehatan masa sebelum hami l , masa h a m i l , persal inan, dan 
masa sesudah me lah i rkan dan penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi 

(4) Peralatan med ik sebagaimana d imaksud pada ayat (3) h a r u s da lam keadaan 
siap paka i sesuai s tandar pelayanan dengan memperhat ikan keselamatan 
dan keamanan pasien {patient safety]. 

BAB XI 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 24 

(1) Da lam rangka m e m b a n t u mempercepat pencapaian derajat kesehatan i b u 
yang opt ima l d ipe r lukan part is ipas i masyarakat ba ik secara perseorangan 
m a u p u n kelompok. 

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. Program perencanaan persal inan d a n pencegahan kompl ikas i ; 
b. Penyelenggaraan kelas i b u hami l ; 



c. Kemitraan b idan dan d u k u n bersal in; 
d . Rumah tunggu ke lah i ran ; d a n 
e. Setiap i b u h a m i l ha rus d idamping i oleh pendamping i b u hami l da r i 

u n s u r kader kesehatan. 
(3) Partisipasi masyarakat sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 

d ikembangkan da lam ben tuk l a in sesuai dengan kond is i dan k e b u t u h a n 
masyarakat setempat. 

Pasal 25 

(1) Partisipasi masyarakat sebagaimana d imaksud da lam Pasal 24 ayat (1) dapat 
b e r u p a : 
a. Member ikan m a s u k a n terhadap kuan t i t a s dan kua l i tas pelayanan 

kesehatan sebagaimana d i a tu r da lam r u a n g l i ngkup Peraturan B u p a t i 
i n i ; 

b . Menyampaikan pengaduan atas pelayanan kesehatan sebagaimana 
d imaksud da lam h u r u f a, me la lu i pengelolaan pengaduan pada u n i t 
layanan kesehatan; 

c. Terl ibat da lam proses perencanaan par t i s ipat i f program pelayanan 
kesehatan, ba ik d i t ingkat u n i t layanan m a u p u n d i t ingkat kabupaten . 

d . Ter l ibat da lam pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi 
Peraturan Bupa t i i n i . 

e. Mobi l isasi sumber daya masyarakat , ba ik dana m a u p u n non dana 
u n t u k pelaksanaan pelayanan kesehatan; 

f. A k t i f member ikan kon t r i bus i da lam penyelenggaraan kegiatan promoti f , 
preventif, d a n edukat i f t e rka i t persa l inan aman me la lu i kegiatan sosial 
kemasyarakatan, budaya dan keagamaan; 

g. Memfasi l i tasi pelaksanaan otopsi sosial pada kasus kemat ian i b u 
dan/atau bayi. 

(2) Da lam m e n d u k u n g pelaksanaan persal inan aman masyarakat dapat 
me lakukan kegiatan inovat i f d a n edukati f . 

Pasal 26 

(1) Program perencanaan persal inan dan pencegahan kompl ikas i sebagaimana 
d imaksud da lam Pasal 24 ayat (2) h u r u f a merupakan sua tu kegiatan da lam 
rangka men ingkatkan cakupan dan m u t u pelayanan kesehatan bagi i b u d a n 
bayi b a r u lah i r . 

(2) Program perencanaan persa l inan dan pencegahan kompl ikas i sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i laksanakan me la lu i upaya peningkatan peran a k t i f 
suami , keluarga dan masyarakat da lam merencanakan persal inan yang 
aman dan persiapan menghadapi kompl ikas i kehami lan , persal inan dan 
nifas t e rmasuk perencanaan penggunaan a lat kontrasepsi pasca persal inan. 

(3) Kegiatan program perencanaan persal inan d a n pencegahan kompl ikas i 
sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berupa : 
a. Pendataan dan pemetaan sasaran i b u hami l ; 
b. Penyiapan donor darah; 
c. Penyiapan tabungan i b u bersal in (tabulin) dan dana sosial i b u bersal in 

(dasolin); 
d . Penyiapan ambulans (transportasi) ; 
e. Pengenalan tanda bahaya kehami lan d a n persal inan; dan 
f. Penandatanganan amanat Persalinan. 



* I 

Pasal 27 

(1) Penyelenggaraan kelas i b u h a m i l sebagaimana d imaksud da lam Pasal 24 
ayat (2) h u r u f b be r tu juan u n t u k men ingkatan pengetahuan d a n 
keterampi lan i b u mengenai kehami lan , persa l inan, perawatan nifas, keluarga 
berencana, perawatan bayi b a r u l ah i r d a n senam hami l . 

(2) Penyelenggaraan kelas i b u h a m i l sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d i l akukan me la lu i penyediaan sarana u n t u k belajar ke lompok bagi i b u 
hami l , da lam ben tuk tatap m u k a , dan penyelenggaraannya ha rus d i l akukan 
oleh pemberi pelayanan kesehatan masa h a m i l dan d i i k u t i oleh se lu ruh i b u 
hami l , pasangan dan a tau keluarga. 

(3) Sarana sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dapat berupa fasil itas 
pelayanan kesehatan, posyandu, bala i desa d a n r u m a h penduduk . 

Pasal 28 

(1) Kemitraan antara b idan dan d u k u n bersal in sebagaimana d imaksud da lam 
Pasal 24 ayat (2) h u r u f c dapat d i l a k u k a n u n t u k men ingka tkan cakupan 
pertolongan persal inan oleh tenaga kesehatan difasi l i tas pelayanan 
kesehatan. 

(2) Kemitraan antara b idan dan d u k u n bersal in sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) hanya d i l akukan pada daerah t e r t en tu dengan memper t imbangkan 
kendala sosial budaya. 

(3) Kemitraan antara b idan dan d u k u n bersal in sebagaimana d imaksud pada 
ayat (1) d i tuangkan da lam kesepakatan secara te r tu l i s an tara kedua p i h a k 
dan sekurang-kurangnya d ike tahu i o leh Kepala Desa/Lurah setempat. 

Pasal 29 

(1) Rumah tunggu ke lah i ran sebagaimana d imaksud da lam Pasal 24 ayat (2) 
h u r u f d merupakan tempat a tau ruangan yang berfungsi sebagai tempat 
t inggal sementara bagi i b u hami l d a n pendampingnya sebelum m a u p u n 
sesudah masa persal inan 

(2) Rumah tunggu ke lah i ran sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i b en tuk 
da lam rangka m e n u r u n k a n kemat ian i b u karena keter lambatan 
mendapatkan pertolongan dan meningkatkan m u t u pertolongan persal inan 
oleh tenaga kesehatan d i daerah yang su l i t akses ke fasil itas pelayanan 
kesehatan. 

Pasal 30 

(1) Kader kesehatan sebagaimana d imaksud pada pasal 24 ayat (2) h u r u f (e) 
bertugas mendamping i i b u h a m i l yang me l ipu t i ; 
a. Pendampingan pada masa kehami lan . 
b. Pendampinganpada masa persal inan; 
c. Pendampingan Paska Persalinan; 

(2) Kader kesehatan sebagaimana d imaksud pada pasal ayat (1) adalah kader 
kesehatan yang d i te tapkan dengan Keputusan Kepala Desa. 

(3) Kader kesehatan sebagaimana d imaksud pada pasal ayat (1) mendapatkan 
insent i f da r i Pemerintah Desa. 

(4) Alokasi insent i f kader kesehatan oleh Pemerintah Desa dianggarkan da lam 
APBDesa pada pos kegiatein pemberdayaan masyarakat desa sesuai 
kemampuan keuangan desa. 

(5) Ketentuan dan ta ta cara penganggaran sebagaimana d imaksud pada ayat (4), 
d i l aksanakan sesuai pe ra turan perundang-undangan yang ber laku. 



BAB XI I 
JAMINAN PEMBIAYAAN PERSALINAN AMAN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 31 

(1) Da lam upaya mewu judkan persa l inan aman , Pemerintah Kabupaten dan 
Pemerintah Desa member ikan j a m i n a n pembiayaan persal inan aman. 

(2) J a m i n a n pembiayaan persal inan aman sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d iber ikan da lam ben tuk : 
a. pembiayaan pemeriksaaan kehami lan . 
b. pembiayaan pemantauan pasca persal inan; 
c. Pembiayaan persal inan aman; 
d . Pembiayaan t ransportas i r u j u k a n ; 
e. Pengadaan ambu lan desa; dan/atau 
f. Operasional ambu lan desa. 

(3) J a m i n a n pembiayaan persal inan aman sebagaimna d imaksud pada ayat (1) 
d i l aksanakan dengan ke ten tuan sebagai be r i ku t ; 
a. Persalinan r u j u k a n d iber ikan subs id i oleh Pemerintah Kabupaten. 
b. Persalinan n o n r u j u k a n d iber ikan subs id i oleh Pemerintah Desa. 

Bagian kedua 
Penganggaran 

Pasal 32 

(1) J a m i n a n pembiayaan persal inan aman oleh pemer intah kabupaten 
sebagaimana d imaksud da lam pasal 3 1 ayat (2) h u r u f c d ianggarkan da lam 
APBD kabupaten pada pos belanja b a n t u a n sosial sesuai kemampuan 
keuangan. 

(2) J a m i n a n pembiayaan persal inan aman oleh Pemerintah Desa sebagaimsina 
d imaksud da lam pasal 3 1 ayat (2) h u r u f c d ianggarkan da lam APBDesa pada 
pos kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai k emampuan keuangan 
desa 

Bagian ketiga 
Penerima jaminan pembiayaan 

Pasal 33 

(1) Penerima j a m i n a n pembiayaan persal inan aman dar i Pemerintah Kabupaten 
adalah masyarakat m i sk in n o n BPJS a tau n o n Jampersal yang tercatat 
sebagai p enduduk Kabupaten. 

(2) Kr i ter ia masyarakat m i s k i n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah 
sebagaimana d i a tu r da lam Peraturan B u p a t i Nomor 36 T a h u n 2016 tentang 
Ind ikator dan Pedoman Verif ikasi Rumah Tangga M i sk in D i Kabuputen 
Pacitan. 

Pasal 34 

(1) Penerima j a m i n a n pembiayaan persal inan a m a n dar i Pemerintah Desa 
adalah penduduk desa n o n BPJS a tau n o n Jampersal yang memenuh i 
kreteria; 

(2) Kreteria sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i a tu r l eb ih l an ju t da lam 
Peraturan Kepala Desa. 



Bagian keempat 
Besaran 

Pasal 35 

(1) Penerima j a m i n a n pembiayaan persal inan a m a n dar i Pemerintah Kabupaten 
dapat mener ima b a n t u a n leb ih dar i 1 (satu) k a l i da lam 1 (satu) t a h u n 
anggaran. 

(2) Besamya ban tuan u n t u k setiap orang da lam 1 (satu) t a h u n anggaran 
maks ima l Rp 7.500.000,00 ( tu juh j u t a l ima r a tus ribu rup iah ) . 

Pasal 36 

(1) Penerima j a m i n a n pembiayaan persal inan aman dar i Pemerintah Desa dapat 
mener ima b a n t u a n lebih dar i 1 (satu) k a l i da lam 1 (satu) t a h u n anggaran. 

(2) Besamya b a n t u a n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan dengan 
Peraturan Kepala Desa. 

Bagian kelima 
Permohonan dan Pencairan 

Pasal 37 

(1) Pencairan dana j a m i n a n pembiayaan persa l inan a m a n dar i Pemerintah 
Kabupaten d i l a k u k a n dengan mengajukan sura t permohonan b a n t u a n dar i 
yang bersangkutan a tau keluarganya kepada Bupa t i Cq. Kepala Dinas 
kesehatan. 

(2) Sura t Permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) mengetahui Kepala 
Desa/Lurah dan Camat dengan d i l amp i r i : 
a. Sal inan Ka r tu Tanda Penduduk/Kar tu Keluarga/Surat Keterangan 

domis i l i ; 
b. Surat Keterangan M isk in dar i Kepala Desa/Lurah mengetahui Camat 

d i l amp i r i ind ika tor kemisk inan sesuai dengan Peraturan B u p a t i Pacitan 
Nomor 36 T a h u n 2016 tentang Ind ika tor d a n Pedoman Verif ikasi Rumah 
Tangga M isk in Kabupaten Pacitan; 

c. Surat rekomendasi dar i d inas sosial; dan 
d. Ku i tans i biaya pelayanan kesehatan dar i fasil itas pelayanan kesehatan. 

(3) Kepala Dinas Kesehatan member ikan rekomendasi ke layakan dan besaran 
b a n t u a n sosial yang d iber ikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah se laku PPKD. 

(4) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah me l akukan pembayaran 
dana j a m i n a n pembiayaan persal inan aman dar i Pemerintah Kabupaten 
kepada pener ima secara t u n a i . 

(5) B u k t i pembayaran sebagaimana d imaksud pada ayat (4) adalah k u i t a n s i . 

Pasal 38 

(1) Penduduk desa yang memenuh i kr i t e r ia sebagaimana d imaksud da lam pasal 
33 ayat (2) , dapat mengajukan permohonan j a m i n a n pembiayaan persa l inan 
aman dar i Pemerintah Desa kepada kepala desa. 

(2) Pencairan b a n t u a n sebagaimana d imaksud pada ayat (1) me la lu i mekanisme 
belanja dengan sistem SPM-LS. 

(3) Ketentuan dan ta ta cara pembayaran j a m i n a n pembiayaan persal inan aman 
dar i pemer intah desa d i laksanakan sesuai pe ra turan perundang-undangan 
terka i t pengelolaan keuangan desa. 



Bagian keenam 
Penggunaan 

Pasal 39 

(1) Penggunaan dana j a m i n a n pembiayaan persal inan aman , hanya dapat 
d ipergunakan u n t u k perawatan a tau pelayanan kesehatan kelas I I I sesuai 
dengan pelayanan bagi Penerima B a n t u a n l u r a n d a n t i dak boleh na ik kelas. 

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) hanya pelayanan 
kesehatan yang diselenggarakan oleh fasil itas kesehatan m i l i k Pemerintah 
Kabupaten, y a i t u RSUD dan Puskesmas. 

BAB XIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 40 

Dinas Kesehatan d a n Perangkat Daerah te rka i t me l akukan pembinaan d a n 
pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan Persalinan Aman sesuai dengan 
tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. 

BAB XIV 
PENGHARGAAN 

Pasal 41 

Pemerintah Kabupaten dapat member ikan penghargaan kepada perseorangan, 
kelompok, tenaga kesehatan, fasil itas pelayanan kesehatan d a n lembaga serta 
ins tans i yang te lah berpart is ipasi dengan ba ik da lam pelaksanaan 
persal inan aman. 

BAB XV 
SANKSI 

Pasal 42 

(1) Kepada tenaga kesehatan yang melanggar ke tentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 
7 dan Pasal 8 d ikenakan sanksi admin is t ras i berupa teguran/per ingatan 
ter tu l i s 

(2) Kepada fasil itas pelayanan kesehatan yang mempunya i fasil itas pelayanan 
persal inan yang melanggar ke t en tuan Pasal 13 ayat (4) d a n Pasal 19 
d ikenakan sanksi admin is t ras i berupa teguran/peringatan ter tu l i s 



BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 43 

Peraturan Bupa t i i n i m u l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
B u p a t i i n i da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

D i te tapkan d i Pacitan 
pada tanggal, 28 - 8 - 2017 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 28 Agustus 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Drs.SUKO WIYONO.MM 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19591017 198503 1 015 

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 49 


